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ABSTRACT

This research aims to understand the type of additional tax expense resulting from
changing the status of a university to a State University with Legal Entity (PTN-
BH). The data collection method used was interviews and literature study and then
processed using thematic analysis with NVIVO software as a data management
tool. The results show that the changing of status to PTN-BH provide autonomy
and achieve efficiency in decision making but in the other side it creates various
inefficiencies in the tax aspect.This can be seen from the addition of Tax
Identification Numbers (NPWP), which has the impact of increasing the corporate
income tax, changes the deduction of Income tax (PPh 21) rules and an increase
in VAT which are the responsibility of universities as one of the non-profit
organization operating in education sector.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis penambahan beban perpajakan
akibat perubahan status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Berbadan Hukum (PTN-BH). Metode pengumpulan data yang digunakan melalui
wawancara dan studi pustaka kemudian diolah menggunakan analisa tematik dengan
bantuan software NVIVO sebagai alat manajemen data. Hasil studi ini menunjukkan
bahwa perubahan status menjadi PTN-BH memberikan otonomi kepada perguruan
tinggi untuk mencapai keefisienan dalam pengambilan keputusan namun pada sisi
lain menciptakan berbagai inefisiensi dalam aspek perpajakan. Hal ini terlihat dari
adanya penambahan NPWP yang berdampak munculnya beban Pajak Penghasilan
Badan, perubahan aturan pemotongan PPh 21 dan peningkatan PPN yang menjadi
kewajiban perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan
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